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D,
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1.

GUBERNUR RIAU,

bahwa Tata Cara Pendaltaran, Pengumumar-r dan
Pemeriksaan Lapola! Harta Kekayaan Penyelenggara
Nega-ra di Lingkungar-r Pemerintah Provinsi Riau telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21

Tahun 2017;

bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Penyelenggara
Negara untuk menyampaika:r Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan mal<a
Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Darr Pemedksaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
LingL-unga:r Pemerintah Provinsi Riau, perlu dilal<ukan
penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud
pada huruf a dan hun-rf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturar Gubernur Riau
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman Dal Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
PenyelenggaJa Negara Dilingkungan Pemerintal Provinsi
Riau;

Undarg Undarg Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukal Daerah-daeral-r Swatantra Tingkat t Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 7999 tentang
Penyeienggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korrrpsi,
Kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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3.

5.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasar Tindak Pidana Kompsi (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tanlbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimala telah diubah dengan Undarg-Undarg Nomor l0
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5698)l

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahal Lembaran Negala Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undajtg Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20i4 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara

Menetapkan :

Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimara telatr

6.

7.

diubah beberapa kali terakhir dengal Undang-Undarg
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undar.rg-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daeral (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahal Lemba-ran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintaln Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipii (Lembarart Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Mented Dalarn Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157):

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 21
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaar-r Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi
Riau Tahun 2017 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN;

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN
PEMERII(SAAN LAPORAN HARTA KEXAYAAN



I. Ketentuan Pasa.l I diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturai Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubemur adalal Gubernur Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tinda.k
Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberaltasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Inspektorat adalah lnspektorat Daerah Provinsi Riau.

5, Penyelangga,ra Negara adalah Gubernur, Anggota Dewan
Perwakilar Rakyat Daerah, Jabatan Pimpinar Tinggi
Madya {Eselon I), Jabatan Pimpinar Tinggi Pratama

{Eselon II) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

6. Harta kekayaan ada-lah harta benda berupa benda
bergerak atau tidak bergerak, berwujud dar tidak
berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang
dapat dinilai dengan uarrg yarg dimiliki oleh
Penyelenggara Nega-ra bessrta isteri/suami dan alak
yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Nega.ra,

baik atas nama Penyelenggra Negara atau orarg lajn,
yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara
Negara memangku jabatannya.

7. Ldporar' Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disingkat LHKPN ada.lah laporan dalam
bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian
dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data
pribadi, termasuk penghasilal, pengeluaran dan data
lainnya atas Ha.rta Kekayaan Penyelengga Nega,ra.

8. PendaJtaran adalah mekanisme penyampaian dan
penerimaan laporan harta kekayaan Penyelenggara
nega.ra oleh Penyelenggara negara kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.

9. Pengumumal adalah pemberitaluan laporan harta
kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara
Negara kepada public atas laporan harta kekayaan
Penyelenggara Negara yang telah disampaikan kepada
komisi Pemberaltasal Korupsi melalui media eiektronik
atau non elektuonik.

10. Pemeriksaan adalai serangkaian kegiatan untuk
menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan darr
kewajarar.r harta kekayaan yang dicartumkan di dalam
laporan harta kekayaan Penyelengga-ra Negara.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1)

dalj' ayaL (2) disisipkan I (satu) ayat yaitu ayat {1a) sehingga
Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :



Lembaga/Perangkat Daerah t€mpat Penyelenggara
Negara berdinas agar memberikan sanksi administratif
kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesual
dengan ketentuan peraturar perundang-undangan.

(la)Bagi Penyelenggala Negara yang menerima Tambahan

Penghasilan Pegawai, sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat ben:pa tidak
dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai yartg
bersangkutan sampai dengan dipenuhi kewajiban untuk
melaporkan LHKPN.

{2) Penyelenggata Negara memberikan keterangan tidak
benar mengenai Harta Kekayaa'nya dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap omng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangart Peratural Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekarbaru
pada tanggal

RIAU, 

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tangga-
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